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Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

• Istilah PPHN: istilah hasil kajian Badan Pengkajian MPRRI

• Rekomendasi MPRRI: agar dilakukan kajian mandalam tentang 

           substansi dan bentuk hukumnya 
           (apakah UUD, Ketetapan MPR, atau UU?)

• Dasar pemikiran: ingin menghidupkan kembali model Garis-Garis 

  Besar Haluan Negara (GBHN) 

  => sbg Haluan Penyelenggaraan Negara

• Tujuan: ingin memiliki kembali arah kebijakan negara

Permasalahannya:

• Apa yang menjadi substansi PPHN?

• Apa bentuk hukum yang tepat untuk mengatur PPHN?



Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)

Substansi dan bentuk hukum PPHN
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Substansi dan Bentuk Hukum/Peraturan

Teori Norma:
 Hukum adalah Norma:

  => Norma mengatur      = Peraturan (regeling)
  => Norma menetapkan = Ketetapan (sechikking)
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Substansi dan Bentuk Hukum/Peraturan
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Norma Hukum Negara – 
Hans Nawiasky

Teori Norma:
 Hukum adalah Norma:

  => Norma mengatur      = Peraturan (regeling)
  => Norma menetapkan = Ketetapan (sechikking)

4 tingkat substansi dan 
bentuk peraturan negara 



Substansi/Materi Muatan dan Bentuk Peraturan

Staatsfundamentalnorm

Staatsgrundgesetz

Formell Gesetz

Verordnung 
dan Autonome Satzung 

Norma Hukum Negara – 
Hans Nawiasky

Teori Norma:
 Hukum adalah Norma:

  => Norma mengatur      = Peraturan (regeling)
  => Norma menetapkan = Ketetapan (sechikking)
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Substansi (Materi Muatan) PPHN

❑ UUD 1945 (Sebelum perubahan):

 => Pasal 3: MPR menetapkan garis-garis besar daripada 
          haluan negara

 => Interpretasi:
➢ GBHN = sbg nama => substansi (materi muatan) GBHN

➢ gbhn = bukan sbg nama => tersebar pada substansi lain-lain 

 Implementasi:
➢ GBHN menjadi sebuah nama substansi (materi muatan) 

       => Ketetapan MPR tentang GBHN

❑ UUD 1945 (Pasca Perubahan)
Pasal 3: Menetapkan / mengubah UUD, melantik Presiden dan/atau wakil 
Presiden, memberhentikan Presiden/Wakil Presiden

=> Tidak ada materi muatan PPHN



Politik Hukum Pengaturan Negara

❑UUD 1945 (Pasca perubahan):

a. Pasal 1 (3): Indonesia Negara Hukum => Hukum perlu dibuat

b. Pasal 1 (2): Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut UUD

Ketentuan UUD 1945 menghendaki bentuk hukum:

– Pasal 3: MPR mengubah atau menetapkan UUD

– Pasal 5 (1), Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D: DPR, 
Presiden, DPD => membentuk UU

– Pasal 22: Presiden menetapkan PERLU

– Pasal 5 (2) Presiden menetapkan PP

– Pasal 18 (6) Pemda dapat membentuk Perda

– Pasal 22A: Tata Cara Pembentukan UU diatur dengan UU



Politik Hukum Pengaturan Negara

Hasil Evaluasi MPR 2003 jo UU No. 12 Th 2011

Substansi Bentuk Norma

Fundamental negara: 
Nilai, falsafah, tujuan

Pancasila
 

Aturan dasar: 
pembentukan negara, 

kekuasaan, kelembagaan 
negara

UUD
(Tap MPR yang masih 

berlaku)

Aturan formal: 
aturan operasional: siapa dan 
berbuat apa, serta sanksinya

UU/PERPU

Aturan pelaksanaan/
aturan otonom

PP hingga Peraturan 
Kepala Desa

Terjadi perubahan pola
penyelenggaan negara: 
• Tidak ada nama GBHN
• Tidak ada Tap MPR baru
   untuk GBHN
• Substansi GBHN diganti 
   dengan RPJP dan RPJM 
   diatur dengan UU

Kelemahan:
• Tidak memberikan 
   arah yang pasti, krn   
   bergantung pd Presiden
• Kekuatan hukumnya
   lemah, krn di bawah 
   aturan dasar



Solusi Pengaturan PPHN

❑ Substansi/materi muatan PPHN sebagai materi dasar namun sifatnya sbg 
penjelasan/interpretasi konstitusi (hukum dasar)/UUD, dengan pemikiran:

• 17 -8-1945: 
    Proklamasi 
    Kemerdekaan: 
    lahir Negara 
    Indonesia

• 18-8-1945:
   ditetapkan UUD 1945: 
    Bentuk negara, Peme-    
    rintah, kekuasaan, 
    kelembagaan negara

• Pelaksanaan 

   Penyelenggaraan

  negara dan 

   pemerintahan 

      

Diperlukan pedoman 
yang memberikan arah 

penyelenggaraan negara 
dan pemerintahan agar 

sesuai dengan UUD:

Aturan yg 
menafsirkan, 

menterjemahkan 
aturan dasar (UUD) 

= di buat oleh 
pembuatan aturan 

dasar

Perat 
MPR 
ttg 
PPHN

Aturan 
Dasar

Aturan Formal/
Operasional



Solusi Pengaturan PPHN

Jenjang Norma Hukum Negara Indonesia
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Catatan Solusi Pengaturan PPHN

❑ Nama Pokok-Pokok Haluan Negra (PPHN), 
 => dalam peraturan tidak mengenal istilah Pokok,
 => istilah Pokok pada tingkat peraturan yang sama tidak mengandung  
      makna validitas berbeda. Misalnya UU Pokok… dan UU bukan pokok
 => bahkan istilah Pokok menimbulkan kerancuan pengertian: Misalnya jika 
       ada UU Pokok maka ada UU rinciannya
 => Jika menggunakan nama Peraturan MPR ttg PPHN, berarti ada aturan 
       rincian dari PPHN misalnya UU HN?

Sebaiknya gunakan istikan Haluan Negara (HN), misalnya Perat MPR ttg HN, 
karena dengan nama Peraturan MPR sudah mengandung makna:

 => aturan dasar (bukan aturan operasional)

 => aturan perasional: UU dan peraturan pelaksanaan lainnya di 

      bawahnya wajib mengacu pada Perat MPR ttg HN

 => tidak ada Haluan Negara yang lalin selain Perat MPT ttg HN



Implementasi Solusi Pengaturan PPHN/HN

❑ Mengubah UUD 1945, khususnya Pasal 3

❑ Tambahkan kewenangan MPR di Pasal 3, dengan ketentuan “MPR 
berwenang menetapkan PPHN/HN” sebagai pedoman dan arah 
penyelengaraan negara

❑ Bentuk hukum atau jenis peraturannya adalah: Peraturan MPR (bukan 
Ketetapan MPT), karena sejak UU No. 10 Tahun 2004 yang kemudian 
diganti dengan UU No. 12 Tahun 2011, nomenklatur norma yang mengatur 
(regeling) menggunakan kata “peraturan”, sedangkan norma yang 
menetapkan (beschikking) menggunakan kata “ketetapan”.

❑ Mengubah Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 211, khususya kata “Ketetapan 
MPR” diganti dengan kata “Peraturan MPR”, kemudian mengubah 
Penjelasan Pasal 7 ayat (1) bahwa “Peraturan MPR yang dimaksud adalah 
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 
Pasal 4 Ketetapan MPR No. 1/MPR/2023 tentang Peninjauan Terhadap 
Materi dan Status Hukum Letetapan MPRS dan MPR tahun 1960 sampai 
tahun 2002 dan peraturan MPR yang dibentuk kemudian”.



Kesimpulan

❑ PPHN:
o adalah materi muatan peraturan perundang-unangan

o sifatnya sebagai aturan dasar

o Adalah sebuan nama materi muatan peraturan perundang-undangan

o Catatan: sebaiknya diberi nama Haluan Negara (HN)

❑ Bentuk Hukum / Peraturan
o Peraturan MPR ttg PPHN

o Catatan sebaiknya diberi nama Peraturan ttg HN

o Tidak ada bentuk hukum/peraturan lain selain Peraturan MPR ttg HN

❑ ImplementasiL
o Perlu mengubah Pasal 3 UUD 1945, dengan menambah wewenang MPR menetapkan 

PPHN/HN

o  Tambahkan kewenangan MPR di Pasal 3, dengan ketentuan “MPR berwenang 
menetapkan PPHN/HN” sebagai pedoman dan arah penyelengaraan negara

o Mengubah Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 211, khususya kata “Ketetapan MPR” diganti 
dengan kata “Peraturan MPR”, kemudian mengubah Penjelasan Pasal 7 ayat (1) bahwa 
“Peraturan MPR yang dimaksud adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR 
sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No. 1/MPR/2023 tentang 
Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Letetapan MPRS dan MPR tahun 1960 
sampai tahun 2002 dan peraturan MPR yang dibentuk kemudian”.



Sekian 

TERIMA KASIH
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